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ABSTRACT

Public service is the responsibility that the government must carry out to meet the needs of
community services. One form of fulfilling the needs of public services carried out by the
government is to innovate services through the Public Service Mall (MPP). The
implementations of this program is carried out by the East Lombok Regency Government
which already has an MPP and has been implemented to carry out services for the
community. This study aims to analyze the quality of MPP services in East Lombok Regency
in supporting innovative governance and openness of information to provide maximum
service to the community. This study uses a descriptive quantitative method with a
purposive sampling technique and sample calculations using the Slovin formula. The
calculation of the results of the respondent's calculations using WMS with a variable focus
based on the theory of service quality Zeithaml, Parasuarman & Berry and the Smart City
Theory Smart City (Giffinger et al. 2007) with the dimension of innovative governance in
supporting openness of information. From the results of the recapitulation of the assessment
of the quality of service and the implementation of innovative governance, the calculation
results were 3.89 with a suitable category; this shows that the quality of MPP services in East
Lombok Regency has been running well and supports openness of information for the public.
But in its implementation there must always be an increase in services so that the existence
of MPP can provide maximum service to the public and realize innovative governance
towards a smart city in East Lombok Regency.

Keywords: Effectiveness; Public service mall; Information openness; Smart Governance.

ABSTRAK

Pelayanan publik tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah guna memenuhi
kebutuhan layanan masyarakat. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan layanan publik
yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan inovasi layanan melalui Mall Pelayanan
Publik (MPP). Penerapan program ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
yang telah memiliki MPP dan sudah dijalankan untuk melaksanakan pelayanan bagi
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan MPP di Kabupaten
Lombok Timur dalam mendukung smart governance serta keterbukaan informasi guna
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memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif deskriptif dengan teknik sampling Purposive Sampling dengan
penghitungan sampel menggunakan Rumus Slovin. Penghitungan hasil penghitungan
responden menggunakan WMS dengan fokus variabel berdasarkan teori kualitas pelayanan
Zeithaml, Parasuarman & Berry dan Teori smart city Smart City (Giffinger, et al 2007)
dengan dimensi smart governance dalam mendukung keterbukaan informasi. Dari hasil
rekapitulasi penilaian kualitas pelayanan dan penerapan smart governance diperoleh hasil
perhitungan 3,89 dengan kategori baik, hal ini menunjukan bahwa kualitas layanan MPP di
Kabupaten Lombok Timur telah berjalan dengan baik dan mendukung keterbukaan
informasi bagi masyarakat. Namun tetap dalam pelaksanaannya harus selalu terdapat
peningkatan layanan guna keberadaan MPP dapat lebih memberikan pelayanan yang
maksimal bagi masyarakat dan mewujudkan smart governance menuju smart city di
Kabupaten Lombok Timur.

Keywords: Efektivitas; Mall pelayanan publik; Keterbukaan informasi; Smart governance.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kebutuhan
dasar bagi masyarakat serta menjadi dan
salah satu tujuan serta tanggungjawab dari
pemerintah, pelayanan publik ini menjadi
hal yang utama dan menjadi prioritas untuk
dijalankan agar seluruh aspek kehidupan
yang menyangkut publik dapat bisa
terpenuhi dengan baik dan dapat dirasakan
dampaknya guna memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat (Budiarti
& Sirat, Okta Miftahul, Andriansyah, 2025).
Salah satu upaya dalam memaksimalkan
upaya pelayanan yang baik, pemerintah
melalui inovasi pelayanan memberikan
solusi kepada masyarakat untuk dapat
menyediakan layanan publik yang lebih
efisien dan memudahkan masyarakat
melalui program pendirian Mall Pelayanan
Publik di berbagai daerah di Indonesia
(Andriansyah, 2021).

Mall Pelayanan Publik merupakan
inovasi sarana yang dihadirkan oleh
pemerintah dalam rangka pemenuhan
kebutuhan masyarakat dalam menangani
urusan administrasi. Pelayanan publik yang
diharapkan dapat memberikan pelayanan
prima dihadirkan dalam konsep digitalisasi
Online Single Submission (0OSS) (Lia., 2023).

Dengan hadirnya layanan inovasi ini,
diharapkan dapat menjadi sarana yang
dapat memudahkan masyarakat dalam
menerima pelayanan yang telah terintegrasi
dari masing-masing instansi (Premana etal.,,
2022). Mall Pelayanan Publik secara
pelaksanaannya dalam pelayanan
administrasi memberikan layanan sesuai
dengan gerai pelayanan yang tersedia
didalamnya, pelayanan publik yang tersedia
di antaranya adalah pelayanan kesehatan,
pelayanan kependudukan, pelayanan pajak,
pelayanan perizinan melalui OSS, pelayanan
perizinan non OSS dan perizinan lainnya.
Penerapan sistem pelayanan yang
baik saat ini sedang tren diselenggarakan
pemerintah melalui tata kelola yang cerdas

atau Smart Governance berbasis
pemanfaatan teknologi (Kusuma, 2024).
Secara  bertahan pelaksanaan smart

governance mulai diterapkan dalam aspek
pelayanan publik guna memberikan
keamanan serta transparansi dan efisiensi
dalam  pelayanan bagi  masyarakat
(Nurrahman et al., 2024). Melalui smart
governance, diharapkan pelayanan publik
dapat lebih maksimal diberikan kepada
masyarakat dengan memberikan
kemudahan melalui prosedur yang jelas
serta mengkolaborasikan pelayanan dengan
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teknologi  digital yang memberikan
kepastian dalam pelayanan menjadikan
stigma pelayanan yang dahulu terkesan
terlalu prosedural dan memakan waktu
yang lama dapat berangsur hilang(Triyanto
et al, 2025). Dengan upaya penerapan
smart governance bukan hanya pelayanan
publik akan dapat diberikan secara baik dan
maksimal, penerapan smart governance
juga merupakan sebuah upaya untuk
mendorong terwujudnya smart city bagi
suatu daerah, Kkhususnya Kabupaten
Lombok Timur (Premana et al., 2022).

Terdapat statemen publik melalui
observasi yang telah dilakukan, masyarakat
menganggap dahulu pelayanan publik
terkesan prosedurnya berbelit-belit,
membutuhkan waktu yang lama dalam
pelayanan, persyaratan yang sering kali
hilang dalam proses pelayanan tidak sedikit
terdapat oknum yang memanfaatkan
ketidaktahuan masyarakat akan prosedur
yang jelas dalam melakukan pelayanan
sehingga menimbulkan ketidakpuasan akan
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
dan masyarakat merasa dipersulit dalam
menyelesaikan kebutuhan administratifnya
dalam pelayanan publik (Kuncoro, Handyka
Fajar, Izzatusholekha & Izzatusholekha,
2022). Hal ini akan menimbulkan
kurangnya bahkan sampai hilangnya
kepercayaan (distrust) masyarakat akan
pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah. Hadirnya Mall Pelayanan
Publik menjadi titik cerah yang dapat
dimanfaatkan keberadaannya oleh
masyarakat. Kepuasan pelayanan dan
kepercayaan publik menjadi faktor yang
akan meningkatkan kualitas pelayanan Mall
Pelayanan Publik.

Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur melalui PIt Bupati dalam pemaparan
disuksi menyampaikan bahwa pada bulan
september tahun 2023 memiliki
permasalahan berupa IPM yang rendah
dengan nilai 70,65 peringkat ke-8 dari 10
kabupaten/kota, penduduk miskin ekstrem
5,25%, prevalensi stunting, Pendapatan Asli
Daerah yang rendah hanya 58,94%, belum
memiliki Mall Pelayanan Publik, dan belum

Universal Health Coverage (UHT). Dengan
permasalahan tersebut, Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur melalui Bupati
memiliki sasaran tujuan untuk dapat
meningkatkan [IPM, terdapat pengurangan
penduduk yang masuk kedalam miskin
ekstrem dengan adanya peningkatan
kesejahteraan, berkurangnya prevalensi
stunting, terjadinya peningkatan PAD,
tercapainya UHC dan memiliki Mall
Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan
masyarakat. Terlihat beberapa
permasalahan publik di atas yang menjadi
fokus penyelesaian yang menjadi prioritas
yang harus diselesaikan. Dalam
penyelesaian  permasalahan  tersebut,
terdapat kerangka pemikiran yang dapat
dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok
Timur. Upaya penyelesaian masalah diatas
dapat digambarkan melalui logical
framework melalui gambar 1.

LOMBOK TIMUR
BERKEMAJUAN

IPM NAIK

KEMISKINAN

Gambar 1. Logical Framework
Kabupaten Lombok Timur

Sumber: FGD Bupati Lombok Timur, 2025
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Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur pada juli 2024 berhasil melakukan
launching Mall Pelayanan Publik yang
bertujuan untuk menjadi wadah dalam
menyajikan  pelayanan  prima  bagi
masyarakat dan dapat memfasilitasi
penyelesaian permasalahan publik
(Widiyaningrum, 2022). Terdapat 44 jenis
layanan publik yang terintegrasi
didalamnya dengan fasilitas gedung khusus
serta peralatan pelayanan modern guna
mendukung pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat. Dengan adanya Mall
Pelayanan Publik, permasalahan seperti
pembayaran pajak serta perizinan untuk
usaha dapat lebih mudah dilakukan (IThami
etal, 2020). Selain itu, masalah penanganan
kesehatan yang salah satunya memberikan
pelayanan pemberian rekomendasi surat
keterangan tidak mampu menjadi lebih
cepat dan tepat Kkhususnya dalam
pengentasan stunting berdasarkan ePPGBM
Dinkes tahun 2025 terdapat penurunan
angkat stunting sebesar 0,65%.
Peningkatan realisasi pendapatan asli
daerah sebesar 21,53%, peningkatan IPM,
dan penurunan miskin ekstrim.

Pelaksanaan pelayanan di Mall
Pelayanan Publik sangat memudahkan
masyarakat (Khairinnisa, 2023). Dengan
adanya pelayanan yang memudahkan dan
memberikan dampak yang positif bagi
masyarakat dan pemerintah, diharapkan
dapat mendukung juga akses keterbukaan
infomasi publik yang diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik yang
mengatur tentang “Hak masyarakat untuk
memperoleh informasi dari Badan Publik,
serta kewajiban badan publik dalam
menyediakan dan mengelola informasi”
(Seftia & Meiwanda, 2022). Penyediaan
keterbukaan informasi yang dilakukan oleh
pemerintah  merupakan dari upaya
transparansi data yang dapat dimanfaatkan
bagi masyarakat guna pengembangan ilmu
pengetahuan maupun pemanfaatan lainnya
(Yuono, 2023).

Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi menjadi
sarana yang ampuh dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (Good Government)
(Ricky, 2022). Melalui tata kelola
pemerintah yang baik maka pelayanan
publik yang diberikan kepada masyarakat
akan lebih baik juga, dengan pelaksanaan
fungsi keterbukaan informasi membuat
masyarakat dapat lebih ikut serta
berpartisipasi dalam fungsi pengawasan,
sehingga akuntabilitas pemerintah dapat
selalu di monitoring oleh masyarakat
(Baharudin, 2020).

Menurut Penelitian Afiah, membahas
kehadiran Mall Pelayanan Publik di Kota
Bandung menjelaskan bahwa kepuasan
masyarakat akan hadirnya Mall Pelayanan
Publik di Kota Bandung karena kemudahan
pelayanan yang diberikan serta efisiensi
waktu dalam melaksanakan pelayanan
(Afifah et al., 2024). Penelitian Safira Aulia
Salma membahas tentang Mall Pelayanan
Publik di Nyawiji Kabupaten Nganjuk,
dalam penelitiannya menjelaskan bahwa
masih perlu ada perbaikan Kkhususnya
berkenaan dengan saran mengenai Mall
Pelayanan Publik Nyawiji di Kabupaten
Nganjuk bahwa walaupun pelayanan yang
sudah terintegrasi namun juga tetap harus
melakukan peningkatan pelayanan
khususnya tentang sosialisasi prosedur
palayanan dan peningkatan resposivitas
petugas pelayanan (Salma & Nawangsari,
2022).

Penelitian (Lestari, 2022) tentang
inovasi pelayanan publik di Mall Pelayanan
Publik Kulon Progo menjelaskan dengan
kehadiran Mall Pelayanan Publik dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan yang berdampak baik bagi
masyarakat. Dalam Mall Pelayanan Publik,
juga hal yang sangat penting dilakukan
adalah sejauh mana petugas memberikan
pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-
prinsip pelayanan prima guna tercapainya
pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi
masyarakat (Safrizal, 2024). Keutamaan
dari pelayanan publik dari penelitan
terdahulu adalah kebermanfaatan bagi
masyarakat (Alvionita, 2020).
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Berdasarkan penelitian terdahulu
yang pernah dilaksanakan sebelumnya,
dalam penelitian ini mengukur kualitas
Pelayanan Mall Pelayanan Publik  di
Kabupaten Lombok Timur menggunakan
teori kualitas pelayanan Zeithaml,
Parasuraman, & Berry dengan dimensi
Tangibles  (Bukti  Fisik),  Reliability
(Keandalan), Responsiveness (Daya
Tanggap), Assurance (Jaminan Keamanan),
Empathy (Kepedulian) dan penerapan
Smart Governance berdasarkan Giffinger et

al.  (2007) dengan Dimensi Smart
Governance dengan indikator terkait
Transparansi Informasi Layanan Publik,
Efisiensi Pengelolaan Administrasi,

Integrasi data antar instansi pemerintah,
Pemanfaatan e-Government dalam
pelayanan (Amatulloh & Suryani, 2021).

Akses masyarakat terhadap data
Publik, inovasi dalam  pelayanan,
ketersediaan saluran pengaduan dan
masukan, tingkat kepuasan masyarakat
terhadap layanan, aksesibilitas informasi
kebijakan, dampak Mall Pelayanan Publik
terhadap Kemudahan Urusan Administratif
(Dewi, Firda Charisma, Oktariyanda, 2022),
serta Keterbukaan Informasi berdasarkan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP).

Penelitian ini dilakukan guna
memberikan masukan dan saran tentang
sejauh mana kualitas pelayanan yang
diberikan Mall Pelayanan Publik di
Kabupaten = Lombok  Timur kepada
masyarakat serta penerapan Smart
Governance dan keterbukaan informasi
yang  diberikan = guna  memberikan
pelayanan yang lebih baik kedepannya.

MATERI DAN METODE

Metode penelitian menggunakan metode
kuantitatif = deskriptif dengan subjek
populasi data kunjungan pelayanan
masyarakat yang berjumlah pengunjung
setiap harinya 216 pengunjung yang
melakukan pelayanan di Mall Pelayanan
Publik Kabupaten Lombok Timur. Teknik
pengambilan sampel menggunakan

Purposive  sampling dengan  sasaran
responden  pengguna layanan  Mall
Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok
Timur, perhitungan rumus slovin dengan
margin of error sebesar 0,1 sehingga
terhitung pengunjung yang telibat dalam
pengisian kuesioner sebanyak 69 sampel
responden.

Pengumpulan data dilakukan
melalui studi pustaka berkenaan dengan
pelayanan publik, melakukan observasi ke
Mall Pelayanan Publik Lombok Timur serta
melakukan wawancara dengan pemangku
kebijakan dan penyebaran Kkuesioner
kepada responden. Analisis data
menggunakan metode analisis dengan
rumus Weigh Means Score (WMS) dengan
skala likert sebagai pengukur respon
masyarakat dalam menilai layanan di Mall
Pelayanan Publik terkait fokus penelitian.
Hasil jawaban responden melalui kuesioner
memiliki gradasi  penilaian = dengan
menggunakan skala likert dapat dilihat
melalui tabel 1.

Pembobotan skor terhadap masing-
masing jawaban yang dilakukan oleh
responden kemudian akan di peroleh
variasi jawaban dengan rentan nilai 1
sampai dengan 5 di hitung dengan interval,

Tabel 1. Skala Likert

No Kategori Jawaban Pilihan Skor
Sangat Baik/ Sangat
Tinggi/ Sangat
1  Paham/Sangat Setuju/ A 5
Sangat Jelas/ Sangat
Positif
Baik/ Tinggi/ Paham/
Jelas/ Positif/Setuju
Netral/ Cukup/
Sedang/Cukup Setuju
Tidak Baik/ Rendah/
4 Tidak Setuju/ Tidak
jelas/ Negatif
Sangat Tidak baik/
Sangat Rendah/ Sangat
5  Tidak Setuju/ Sangat
Tidak jelas/ Sangat
Negatif
Sumber: Sugiyono Metode Penelitian Sosial,
2020

o
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melalui proses penghitungan sebagai
berikut :

[ = SKTR — SKR
1’4
Keterangan:
I Interval
SKT = Skor Tertinggi
SKR = Skor Terendah
V. =lunlsh
I=22=08
5

Sehingga diperoleh nilai selang angka 0,8,
pemeringkatan jawaban responden dari
masing-masing kriteria evaluasi ditunjukan
pada tabel 2.

Tabel 2 Interpretasi Klasifikasi Skor

Angka Kategori Jawaban
118 Sangat Tidak Baik/Sangat
’ Rendah/Sangat Negatif
1,81 —2,60 Tidak Baik/Rendah/Negatif
2,61 -3,40 Cukup/Sedang/Netral
3,41 -4,20 Baik/Tinggi/
4,21 -5,00 Sangat Baik/Sangat Tinggi

Sumber : Sugiyono Metode Penelitian Sosial,
2022

Data yang diperoleh dari hasil
tanggapan responden diolah menggunakan

rumus WMS dengan hitungan
menggunakan tabel kriteria responden
berdasarkan presentase jawaban

responden (dapat dilihat melalui tabel 3).

Keterbukaan Informasi

Tabel 3 Hasil Tanggapan Responden

dengan Rumus WMS
Angka Keterangan
1-1,80 Sangat Tidak baik/ Sangat

Rendah/ Sangat Tidak Setuju/
Sangat Tidak jelas/ Sangat
Negatif

1,81 -2,60 Tidak Baik/ Rendah/ Tidak
Setuju/ Tidak jelas/ Negatif

2,61 -3,40 Netral/ Cukup/ Sedang/Cukup
Setuju

3,41 -4,20 Baik/ Tinggi/ Paham/ ]Jelas/
Positif/Setuju

4,21 -5,00 Sangat Baik/ Sangat Tinggi/

Sangat Paham/Sangat Setuju/

Sangat Jelas/ Sangat Positif
Sumber: Sugiyono Metode Penelitian Sosial,
2020

Berdasarkan tanggapan responden
data yang diperoleh dilanjutkan untuk

dianalisis untuk dapat ~menemukan
kesimpulan serta solusi yang akan
direkomendasikan kedepannya  bagi

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur, Kkhususnya
petugas dan pelaksana Mall Pelayanan
Publik, guna memberikan pelayanan prima
yang dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.
Juga mendorong Pemerintah daerah
Kabupaten Lombok  Timur  untuk
mewujudkan smart city dalam
pengembangan daerahnya di berbagai
aspek  yang mendorong kemajuan
perkembangan layanan masyarakat .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pengisian
angket serta penghitungan nilai dari setiap
indikator yang telah ditetapkan dalam
penelitian  ini  diperoleh  penilaian
rekapitulasi yang berasal dari responden
yang selanjutnya dilakukan analisis
berdasarkan teori kepuasan pelayanan
(Zeithaml, Parasuarman & Berry, 1990)
dengan dimensi Tangibles (Bukti Fisik),
Reliability = (Keandalan), Responsiveness
(Daya Tanggap), Assurance (Jaminan
Keamanan), Empathy (Kepedulian) dan
Teori Smart City (Giffinger, et al 2007)
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dengan dimensi Smart Governance dengan
indikator transparansi informasi dalam
pelayanan publik, efisiensi pengelolaan
administrasi, integrasi data antar instansi
pemerintah, pemanfaatan e-government
dalam pelayanan, akses masyarakat
terhadap data publik, inovasi dalam
pelayanan, ketersediaan saluran pengaduan
dan masukan, tingkat kepuasan masyarakat
akan layanan yang telah diberikan,
aksesibilitas informasi kebijakan dan
dampak mall pelayanan publik bagi
kemudahan urusan administratif, hasil yang
didapatkan akan menjawab pembahasan
penelitian yang berfokus pada Kualitas
layanan Mall Pelayanan Publik dalam
mendukung Smart Governance serta
Keterbukaan Informasi di Kabupaten
Lombok Timur.

Hasil penghitungan isian responden
dijelaskan pada pemaparan perolehan nilai
yang diperoleh berdasarkan dimensi atau
indikator pertanyaan yang terdapat dalam
kuesioner serta dilakukan penghitungan
melalui  tabel rekapitulasi jawaban
responden yang dapat di lihat melalui tabel
4.

Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria

NO DIMENSI INDIKATOR M
Penafsiran
Sarana dan prasarana layanan yang 388 Baik
1 Tangibles (Bukti  \odern
Fisik) Kejelasan informasi pelayanan 4,02 Baik
2 Reliability Ketepatan waktu layanan 3,86 Baik
(Keandalan) Konsistensi dalam memberikan layanan 381 Baik
Kecepatan petugas dalam menanggapi 382 Baik
Responsiveness ~ permintaan
(Daya Tanggap) Kemudahan mendapatkan bantuan 3,55 Baik
informasi layanan
i i dal Bai
Assurance (Jaminan KOmPE[C-ﬂSIngﬂWﬂl dalam 386 aik
Keamanan) memberikan layanan
Keamanan data pengguna layanan 4,02 Baik
B th Sikap ramah petugas pelayanan 391 Baik
mpa ,y Kemudahan akses bagi masyarakat 3,88 Baik
(Kepedulian) difabel
Transparansi Informasi Layanan Publik 385 Baik
Efisiensi Pengelolaan Administrasi 3,89 Baik
Integrasi data antar instansi 3,55 Baik
pemerintah
Pemanfaatan E-Government dalam 4,01 Baik
pelayanan
Akses Masyarakat terhadap data Publik 381 Baik
Inovasi dalam Pelayanan 4,07 Baik
& Staart Governance Ketersediaan Saluran Pengaduan dan 4,15 Baik
Masukan
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap 3,95 Baik
Layanan
Aksesibilitas Informasi Kebijakan 3,76 Baik
Dampak Mall Pelayanan Publik 4,15 Baik
terhadap Kemudahan Urusan
Administratif
Total Jawaban 77.8 Baik
JUMLAH E Skor 3,89 Baik

M=——
Jumlah Indikator

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Penerapan Smart Governance dalam
pelayanan publik merupakan salah satu
upaya pemerintah untuk meningkatkan
transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas
dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat (Rahayu et al., 2023). Salah satu
implementasi konsep tersebut adalah
melalui Mall Pelayanan Publik yang
berfungsi sebagai pusat layanan terpadu
dengan berbagai instansi pemerintah dan
swasta dalam satu lokasi (D. M. Aritonang,
2017).

Keberadaan Mall Pelayanan Publik
diharapkan dapat memberikan kemudahan
bagi masyarakat dalam memperoleh
layanan administrasi dan informasi publik
(Dilla, 2012) yang sekaligus mendukung
keterbukaan  informasi = sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan
informasi publik ini diperuntukan agar
memudahkan masyarakat mendapatkan
akses informasi terbuka yang dapat menjadi
informasi  pendukung dalam upaya
mendapatkan pelayanan publik dari
pemerintah (Ardina, 2021).

Hasil analisis kualitas pelayanan Mall
Pelayanan Publik berdasarkan enam
dimensi utama menunjukkan bahwa secara
umum pelayanan telah berada pada
kategori “Baik”, dengan nilai rata-rata
sebesar 3,89. Enam dimensi yang dievaluasi
meliputi Tangibles (Bukti Fisik), Reliability
(Kehandalan), Responsiveness
(Ketanggapan), Assurance (Jaminan
Keamanan), Empathy (Kepedulian), dan
Smart Governance. Setiap dimensi memiliki
beberapa indikator yang mencerminkan
berbagai aspek pelayanan publik, yang
semuanya mendapat penilaian positif dari
masyarakat.

Pada dimensi Tangibles, aspek
Sarana dan Prasarana Pelayanan Modern
memperoleh skor 3,88, sedangkan aspek
Kejelasan Informasi Pelayanan memperoleh
skor lebih tinggi, yakni sebesar 4,02. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat merasa
bahwa sarana yang tersedia sudah memadai
dan informasi yang diberikan dalam
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pelayanan Mall Pelayanan Publik  sudah
cukup jelas. Aspek kejelasan informasi ini
sangat relevan dengan Pasal 7 UU KIP yang
mengamanatkan bahwa badan publik wajib
menyediakan, = memberikan, dan/atau
mengumumkan informasi publik secara
berkala, khususnya yang terkait dengan
pelayanan kepada masyarakat (Setiaman et
al.,, 2013).

Tingginya  kejelasan  informasi
pelayanan dalam Mall Pelayanan Publik
menunjukkan bahwa pelayanan telah
memenuhi sebagian asas keterbukaan

informasi yang dijamin oleh undang-
undang. Dimensi Keandalan  juga
memperoleh penilaian baik, di mana

indikator Ketepatan Waktu Pelayanan
memperoleh skor 3,86 dan Konsistensi
Pemberian Pelayanan memperoleh skor
3,81.

Hal ini menunjukkan bahwa Mall
Pelayanan Publik telah memberikan
pelayanan yang cukup andal kepada
masyarakat. Namun demikian, konsistensi
pelayanan masih dapat ditingkatkan untuk
memastikan setiap warga negara
memperoleh pelayanan yang bermutu dan
setara sesuai dengan asas nondiskriminasi
yang tercantum dalam Pasal 2 UU KIP, yang
menyatakan bahwa semua informasi publik
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap pengguna informasi tanpa terkecuali.
Dimensi Daya Tanggap menunjukkan
bahwa kecepatan tanggap petugas dalam
menangani permohonan masyarakat sudah
cukup baik, dengan skor 3,82.

Namun pada indikator Kemudahan
Memperoleh Bantuan Layanan Informasi,
skor yang diperoleh hanya 3,55, relatif lebih
rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal
ini menunjukkan bahwa meskipun petugas
sudah tanggap, aksesibilitas masyarakat
terhadap bantuan informasi masih dapat
ditingkatkan. Dalam konteks keterbukaan
informasi, kondisi ini bermuara pada
perlunya mengoptimalkan mekanisme
penyebarluasan informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat, sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 UU KIP yang
mewajibkan badan publik menyediakan

Keterbukaan Informasi

informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan, dan sederhana.

Dimensi Jaminan juga penting dalam
menilai kualitas layanan Mall Pelayanan
Publik. Keamanan data pengguna layanan
memperoleh skor 4,02, yang menunjukkan
bahwa perlindungan data masyarakat
dalam layanan sepenuhnya terjamin. Selain
itu, indikator Kompetensi Pegawai dalam
Pemberian Layanan memperoleh skor 3,86,
yang mencerminkan bahwa petugas
layanan memiliki keterampilan yang baik
dalam memberikan layanan kepada
masyarakat. Selain itu, sikap ramah petugas
yang memperoleh skor 3,91 menunjukkan
penerapan prinsip Empati dalam pelayanan
publik.

Dimensi smart governance sangat
penting dalam mendukung keterbukaan
informasi dan transparansi pelayanan
publik. Salah satu indikator yang menonjol
dalam dimensi ini adalah pemanfaatan E-
Government dalam pelayanan yang
memperoleh skor 4,01, yang menunjukkan
bahwa teknologi telah dioptimalkan untuk
mendukung layanan digital dan
keterbukaan informasi (Cartika et al., 2024).
Selain itu, transparansi Informasi Pelayanan
Publik memperoleh skor 3,85, yang
menunjukkan bahwa keterbukaan data dan
informasi telah berjalan cukup baik namun
masih perlu ditingkatkan agar selaras
dengan prinsip Open Government.

Berdasarkan Pasal 28F UUD 1945,
setiap warga negara berhak memperoleh,
mencari, menerima, memiliki, dan
menyebarluaskan informasi melalui
berbagai media (Nadia & Arif, 2022).
Penyelenggaraan layanan berbasis digital
dalam Mall Pelayanan Publik
mencerminkan langkah- langkah yang
sejalan dengan amanat tersebut.

Namun, beberapa aspek smart
governance masih dapat ditingkatkan.
Integrasi Data Antar Instansi Pemerintah
misalnya, memperoleh skor 3,55, yang
menunjukkan bahwa koordinasi antar
instansi dalam penyebaran informasi masih
menghadapi beberapa kendala. Integrasi
data yang lebih baik dapat mempercepat
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proses pelayanan dan meningkatkan
transparansi  dalam  penyelenggaraan
publik. Begitu pula dengan Aksesibilitas
Informasi Kebijakan yang memperoleh skor
3,76, menunjukkan bahwa masyarakat
masih mengalami keterbatasan dalam
mengakses informasi terkait kebijakan
publik. Pasal 10 UU KIP menjelaskan bahwa
badan publik wajib memberikan informasi
terkait kebijakan yang diambil dan alasan
pengambilan keputusan tersebut. Oleh
karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut
untuk  meningkatkan  penyebarluasan
informasi kebijakan agar masyarakat dapat
lebih memahami kebijakan yang dijalankan.

Selain itu, Ketersediaan Kanal
Pengaduan dan Masukan yang memperoleh

skor 4,15 menunjukkan bahwa Mall
Pelayanan Publik telah menyediakan
mekanisme yang cukup baik bagi
masyarakat untuk menyampaikan
pengaduan dan aspirasinya sehingga
keluhan berkaitan dengan pelayanan

masyarakat dapat segera ditindaklanjuti
oleh petugas sebagai bahan evaluasi dalam
pelayanan di Mall Pelayanan Publik di
Kabupaten Lombok Timur.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4
UU KIP yang menyatakan bahwa
keterbukaan informasi bertujuan untuk
meningkatkan peran serta masyarakat
dalam penyusunan kebijakan publik dan
meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik (A. I. Aritonang, 2008).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Mall Pelayanan Publik telah berperan
signifikan dalam mendukung
penyelenggaraan Smart Governance dan
keterbukaan informasi publik di Kabupaten
Lombok Timur. Dengan hadirnya Mall
Pelayanan publik di Kabupaten Lombok
Timur, secara umum memberikan dampak
yang positif untuk pelayanan masyarakat
dan juga membantu pemerintah dalam
menyelesaikan permasalahan yang
menyangkut publik, seperti dalam aspek
kesehatan, kesejahteraan, perpajakan dan
juga masalah lainnya yang dapat tertangani

serta memperoleh peningkatan yang
berdampak positif bagi masyarakat lombok
timur.

Meskipun secara umum pelayanan
sudah dalam kategori baik, namun masih
terdapat beberapa aspek yang perlu
ditingkatkan, seperti peningkatan integrasi
data antar instansi yang masih perlu
mendapatkan perhatian agar akses data
yang dibutuhkan sudah terintegrasi,
khususnya bagi layanan yang diperlukan
dan memerlukan koordinasi lintas
organisasi pemerintahan daerah, dan
kemudahan akses informasi pelayanan.
Dengan peningkatan aspek-aspek tersebut,
Mall Pelayanan Publik dapat semakin
memperkuat penyelenggaraan keterbukaan
informasi sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang lebih
transparan, efektif, dan responsif.
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